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LURAH SENDANGSARI 

KAPANEWON PAJANGAN 

KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN  KALURAHAN SENDANGSARI  

NOMOR  6 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal) 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

LURAH KALURAHAN SENDANGSARI, 

 

Menimbang 

 

 

 

: 

 

 

 

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan; 

b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan yang tertib, 

transparan, dan akuntabel merupakan kebutuhan 

yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan profesional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kalurahan Sendangsari tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 

123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) 

sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 

041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI 

Tahun 2014 No. 2094);  

7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana 

telah diubah dengan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 

2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT 

No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana 



 

 

Desa Tahun 2020 ((Berita Negara RI Tahun 2020 No. 

367); 

8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI 

Tahun 2019 No. 1261); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2015 No. 01); 

10. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 No. 28); 

11. Peraturan Bupati Bantul No. 104 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 104); 

12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang 

Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 No. 76); 

13. Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2019 Tentang 

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 83); 

14. Peraturan Bupati Bantul No. 131 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 

134); 

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

 



 

 

 

 

17. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan 

Sendangsari Tahun 2021 Nomor 3); 

18. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 5 Tahun 2022 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 

2023(Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5) ; 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN 
SENDANGSARI TAHUN 2023 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan: 

1 Kalurahan adalah Kalurahan Sendangsari 

2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3 Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dibantu Perangkat Kalurahan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 

4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat 

RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan  Pembangunan   Kalurahan   untuk   

jangka   waktu 6 (enam) tahun. 

5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, 

adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut 

APBKalurahan adalah Penganggaran dari Kegiatan Kalurahan yang dijabarkan 

dari Kegiatan  RKP Kalurahan untuk Jangka waktu  1 (satu) tahun Anggaran. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Pasal 2 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan 
perincian sebagai berikut : 
 

 4.1 Pendapatan Asli Kalurahan Rp    396.390.000,- 

 4.1.1 Hasil Usaha Desa 
4.1.1.01 Bagi Hasil Bumdes 
01. Bagi Hasil Bumdes 
 

Rp.0,-  
 
Rp.0,- 

 4.1.2 Hasil Aset Desa 
4.1.2.01 Pendapatan Pengelolaan Tanah Kas 
Kalurahan 
01 Pendapatan Pengelolaan Tanah Kas 
Kalurahan 
02 Pendapatan Pengelolaan  Tanah Kas 
Kalurahan ( Ameya) 
03. Pendapatan Kompensasi Tanah Kas 
Desa 
4.1.2.07 Pendapatan Hasil Kios Milik Desa 
01. Pendapatan Hasil Kios Milik Desa 

Rp   396.390.000,- 

Rp    379.150.000,- 
 
Rp   319.330.000,- 
 
Rp.     3.500.000,-  
 
Rp.    56.320.000,- 
 
 
Rp.0,- 

 4.1.2.08 Pemanfaatan Sarana/Prasarana 
Olahraga 
01. Pemanfaatan Sarana/Prasarana 
Olahraga 
4.1.2.90 Bangunan Milik Desa 
01. Pendapatan Bangunan Milik Desa 
 

Rp.      12.240.000,- 
    
Rp.      12.240.000,- 
 
 
Rp.        5.000.000,-  

 4.2 Pendapatan Transfer Rp. 6.363.486.785,- 

 4.2.1 Dana Desa   

 4.2.2.01 Pendapatan Transfer Dana Desa 
 
4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
4.2.2.01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten/Kota 
 01. Penerimaan Bagi Hasil Pajak  
 02. Penerimaan Bagi Hasil Retribusi 

Rp  2.743.259.000,- 
 
Rp.    322.929.885,- 
Rp.    322.929.885,- 
 
Rp.    290.221.785,- 
Rp.      32.708.100,-  

  
4.2.3 Alokasi Dana Desa 
4.2.3.01 Alokasi Dana Kalurahan 
01. Pendapatan Transfer Alokasi  Dana Desa 

 
Rp. 1.602.297.900,- 
Rp. 1.602.297.900,-  

  
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi Rp   50.000.000,- 

 4.2.4.01 Penerimaan Transfer Jaga Warga  
 

Rp   50.000.000,-  

 4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp   1.005.000.000,-  

 4.2.5.01 Bantuan Keuangan dari APBD 
Kabupaten/Kota 

 Rp. 1.645.000.000,- 

 
Rp. 280.000.000,- 



 

 

01. Bantuan Keuangan dari APBD 
Kabupaten (BKK) 
02. Bantuan Keuangan dari APBD 
Kabupaten (P2MK) 
03. Bantuan Keuangan dari APBD 
Kabupaten (KBPM) 
04. Bantuan Keuangan dari APBD 
Kabupaten (PPBMP) 
 

 
Rp. 385.000.000,- 

 
Rp. 80.000.000,- 
 
Rp. 900.000.000,-  

 4.3 Pendapatan Lain-lain Rp.     65.390.257,-  

 4.3.3 Penerimaan Bantuan dari 
Perusahaan yang Berlokasi di Kalurahan 
4.3.3.01 Penerimaan Bantuan dari 
Perusahaan yang Berlokasi di Kalurahan 

Rp.      43.390.257 ,- 
 
Rp.       43.390.257 

  
4.3.6 Bunga Bank 
4.3.6.01 Bunga Bank 
01. Pendapatan Bunga Bank 
 
4.3.9 Lain – lain Pendapatan Desa yang 
Sah 
4.3.9.90 Hadiah Lomba 
01. Penerimaan Hadiah Lomba 
4.3.9.91 Sumbangan dari Masyarakat  
01. Penerimaan Sumbangan dari 
Masyarakat (SWD) 
 
4.3.9.99 Lain-lain Pendapatan Desa yang 
Sah 
01. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 
(BMP) 
02. Lain-lain Pendapatan Desa yang 
Sah(PMK) 

 
Rp      22.000.000,-  
 
Rp      22.000.000,- 
 
Rp. 0 
 
Rp. 0 
Rp. 0 
 
Rp. 0 
Rp. 0 
 
 
Rp. 0 
 
Rp. 0 
 
Rp. 0 

     

 JUMLAH PENDAPATAN Rp 6.825.267.042 ,-  

 
 

BELANJA KALURAHAN  

Belanja Kalurahan Rp. 7.298.073.924,- 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Rp. 3.509.721.572,- 

b. Bidang Pembangunan  Rp. 3.204.922.852,- 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.   441.712.500.- 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.    294.517.000,- 

e. Bidang Tak Terduga Rp.    297.200.000,- 

JUMLAH BELANJA Rp. 7.298.073.924,- 

SURPLUS/(DEFISIT) (Rp.  472.806.882,-)                      

 
 



 

 

3. PEMBIAYAAN  

3.1 Pembiayaan Kalurahan 

a. Penerimaan Pembiayaan  

 

 01. Sisa Lebih Perhitungan  

       Anggaran Tahun Sebelumnya 

Rp.  472.806.882,- 

 b. Pengeluaran Pembiayaan  

 01.  Penyertaan Modal Kalurahan Rp. 0,- 

Jumlah  Pembiayaan  Rp.  472.806.882,- 

SURPLUS/(DEFISIT) Rp. 0,- 

 

 

Pasal 3 

 
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

(APBDes) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan 

ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. 

 

Pasal 4 

 

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 

 

 

Pasal 5 

 

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah 

Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN I 

 
PERATURAN  KALURAHAN SENDANGSARI  

NOMOR  6  TAHUN 2022 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KALURAHAN (APB-Kal) TAHUN ANGGARAN 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PAJANGAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI 

Kompleks Perkantoran Balai Kalurahan Sendangsari  
Jln. Sedayu-gesikan  Km. 4, Benyo,  Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos. 55751 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI 

KAPANEWON  PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL 

 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI 

 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERSETUJUAN  RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal)  

TAHUN 2023 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,  

 

Menimbang 

 

 

 

: 

 

 

 

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Kalurahan; 

b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan yang tertib, 

transparan, dan akuntabel merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih 

dan profesional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangsari 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2023. 

Mengingat  : 
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 



 

 

3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran 

Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan 

Lembaran Negara RI No. 6327);  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 

2094);  

6. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI 

Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan 

Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ((Berita Negara RI 

Tahun 2020 No. 367); 

7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261); 

8. Peraturan Bupati Bantul No. 104 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 No. 104); 

9. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus 

Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 

76); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8); 

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 86); 



 

 

 
 



 

  



 

 

Lampiran 
Peraturan Kalurahan Sendangsari  
Nomor 6 Tahun 2022 
Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 
(APBKal) Tahun 2023 
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